
 

 

 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 34 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 



 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015  tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6176); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

  18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

Nomor 5740); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 

2011 Nomor 310); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

589); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 825); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 



 

Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

  27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58); 

  28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah 

Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2017 Nomor 3); 

  29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 4); 

  30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9); 

  31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 



 

Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 

Nomor 1); 

  32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 7); 

  33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 

Nomor 13); 

  34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 6); 

  35. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 

Nomor 18); 

  36. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 

Nomor 84), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota  Bukittinggi Tahun 2018 

Nomor 20). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 



 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah 

Rp. 812.988.956.835,00 bertambah sebesar Rp. 31.909.397.244.22 sehingga 

menjadi Rp. 844.898.354.079.22 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah   

a. Semula Rp. 697.464.192.106,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp.     22.710.187.927,00  

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan   Rp. 720.174.380.033,00 

2. Belanja Daerah  

a. Semula Rp. 810.988.956.835,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 28.909.397.244,22 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp.     839.898.354.079,22 

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan  Rp.    (119.723.974.046,22) 

3. Pembiayaan Daerah  

a. Penerimaan    

1. Semula  Rp. 115.524.764.729,00 

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.      9.199.209.317,22 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan   Rp. 124.723.974.046,22 

b. Pengeluaran    

1. Semula Rp.     2.000.000.000,00 

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.000.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan   Rp.  5.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan  Rp.    119.723.974.046,22 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Setelah Perubahan    Rp.      0,00 

 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum  dalam Lampiran I Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota 

ini. 



 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 

Ditetapkan di Bukittinggi 

pada tanggal  19 Oktober 2018 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
 

dto 
 

M.RAMLAN NURMATIAS 

 

  Diundangkan di Bukittinggi 

    pada tanggal      22 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI 
 

dto 
 

YUEN KARNOVA 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018  NOMOR 35      


